
 

 

 

 

International; History and 
Relationship 

 

Widya Krulinasari. S.H.,M.H. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



How social and inter regional relationship build 

● Mesopotamia ; 3300SM-750SM, Babilonia, Sumeria dan Asyur, IRAK MODERN 

● MAYA; 2600 SM, Central American, Kalender Surya pada batu ukir 

● Egypt : 3500SM, MOSES and Nil River Civilization 

● Greece, Roma, Vatikan: Olimpiade kuno, konsep demokrasi dan senat, dasar modern 

geometri, biologi, fisika 

● China Dynasty: 2700 SM, HAN Dynasty and Yellow river 

● INKA: 1500 sm, Kekaisaran inca berhasil menyatukan south America before Columbus 

● Persia: 1200-1500SM, kerajaan persia menguasai dari mesir hingga yunani, india dan 

asia tengah 

● Astec: 1200-1300SM, 

● ISLAM; 600 m 3
 



Modern History 

● Kolonisasi dunia pada tahun 

1492 (Abad Modern Awal), 

● 1550, 1660 (Abad Pencerahan), 

● 1754 (Abad Revolusi), 

● 1822 (Revolusi Industri), 

● 1885 (Hegemoni Eropa), 

● 1914 (Perang Dunia I), 

● 1938 (Perang Dunia II), 

● 1959 (Perang Dingin) and 

● 1974 (sejarah mutakhir). 4 



Bentuk Hubungan Internasional 

● Kolonisasi dunia pada tahun 1492 (Abad Modern Awal), 

● 1550, 1660 (Abad Pencerahan), 

● 1754 (Abad Revolusi), 

● 1822 (Revolusi Industri), 

● 1885 (Hegemoni Eropa), 

● 1914 (Perang Dunia I), 

● 1938 (Perang Dunia II), 

● 1959 (Perang Dingin) and 

● 1974 (sejarah mutakhir). 

● Colonized (Pendekatan Damai atau Perang, 

Penarikan Pajak dan Sistem Kerajaan) 

● Humanisme, dan pendekatan keilmuan, dimulai 

    revolusi politik dan sistem pemerintahan 

● Abad revolusi dan revolusi industri 

● Hegemoni eropa dengan penjajahan wilayah dan 

distribusi hasil teknologi 

● Perang Dunia I, II dan perang dingin hubungan 

dilakukan dengan kekerasan dan sekutu 

● Perkembangan teknologi, kerjasama antar negara 

dan kemerdekaan negara-negara baru 
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Menurut John Austin hukum internasional bukanlah 

hukum yang sesungguhnya karena untuk dikatakan 

sebagai hukum menurut Austin harus memenuhi dua 

unsur yaitu ada badan legislatif pembentuk aturan 

serta bahwa aturan tersebut dapat dipaksakan. 

Austin tidak menemukan kedua unsur ini dalam diri 

hukum internasional sehingga ia berkesimpulan 

bahwa hukum internasional belum dapat dikatakan 

sebagai hukum, baru sekedar positif morality saja. 

Apakah Hukum Internasional Benar-Benar Hukum? 
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Berbeda pendapat dengan Austin, Oppenheim pakar 

hukum yang lain mengemukakan bahwa hukum 

internasional adalah hukum yang sesungguhnya 

(really law). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi 

untuk dikatakan sebagai hukum menurut 

Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah 

adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta 

adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external 

power) atas aturan tersebut. 

Apakah Hukum Internasional Benar-Benar Hukum? 
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SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA 

HUKUM INTERNASIONAL 
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Tokoh : 

HUGO GROTIUS 

EMMERICH VATTEL 

 

Hukum Alam diartikan sebagai 

hukum ideal yang didasarkan atas 

hakikat manusia sebagai makhluk 

yang berakal atau kesatuan kaidah 

yang diilhamkan alam pada akal 

manusia. 
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TEORI HUKUM 

ALAM 
(NATURAL LAW THEORIE) 

EMMERICH VATTEL 



 

 
 

Ajaran : 

→ Hukum Internasional itu mengikat 

karena Hukum Internasional itu tak lain 

daripada hukum alam yang diterapkan 

pada kehidupan masyarakat bangsa-

bangsa. 

→ Negara itu terikat atau tunduk pada 

Hukum Internasional dalam hubungan 

antara mereka satu sama lain karena 

Hukum Internasional itu merupakan 

bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu 

hukum Alam. 

→ Memiliki pengaruh yang kuat atas 

Hukum Internasional dimana pada 

awalnya mempunyai ciri keagamaan yang 

kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo 

Grotius. 

Ajaran : 

→ Menurut Grotius, hukum alam adalah 

kesatuan kaidah yang diilhamkan alam 

pada akal manusia. 

→ Teori ini mengatakan bahwa Hukum 

Internasional mengikat karena Hukum 

Internasional merupakan bagian dari 

hukum yang lebih tinggi yaitu hukum 

alam yang diterapkan pada kehidupan 

masyarakat 

bangsa-bangsa. 

→ Prinsip dasar teori ini adalah prinsip 

keadilan yang memiliki keabsahan 

universal yang didapat/ditemukan melalui 

akal manusia. 

→ Kelemahan dan ‘kekuatan’ teori ini 
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Hugo Grotius 



 

 

 

Kelebihan Teori Hukum Alam 

Apa yang dimaksud dengan hukum Alam itu sangat samar & 

bergantung kepada pendapat subyektif dari yang bersangkutan 

mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dll. konsep 

yg serupa. 
 
 
 

Kelemahan Teori Hukum Alam 
 

Ajaran ini karena idealismenya yang tinggi telah menimbulkan 

keseganan  terhadap  Hukum  Internasional  &  telah  meletakkan dasar 

moral & etika yang berharga bagi Hukum Internasional, juga bagi 

perkembangannya selanjutnya 
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Tokoh : 

HEGEL (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 

GEORGE JELLINEK 

 
Teori ini merupakan pencerminan dari teori 

kedaulatan & aliran positivisme yang berkembang 

di benua Eropa terutama Jerman pada abad ke-19. 

 
Teori ini pada dasarnya memandang Hukum 

Internasional sebagai hukum perjanjian antara 

negara-negara, disini teori kehendak negara 

mempunyai titik pertemuan dengan teori alam 

tentang perjanjian. 
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TEORI KEHENDAK 

NEGARA 

(VOLUNTARIS THEORIE) 



 

 

 

 

 

 

 
 

George 

Jellineck 

Pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala 

hukum, & Hukum Internasional itu mengikat karena a/ 

kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada 

Hukum Internasional. 

 

 

 
 

HEGEL 

 

 

 

 

 

 
Hukum internasional 

bukan suatu yang lebih 

tinggi yang mempunyai 

kekuatan mengikat di 

luar kemauan negara. 

 
 

Negaralah yang 

merupakan sumber 

segala hukum, dan 

hukum internasional 

itu mengikat karena 

negara itu tunduk 

pada hukum 

internasional atas 

kemauan sendiri. 
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Merupakan penyempurnaan Teori 

Kehendak Negara (Voluntaris Theorie) 

 
Ajaran:   Berusaha membuktikan  bahwa 

Hukum  Internasional  itu mengikat  bagi 

negara, bukan karena kehendak mereka 1 

per 1 untuk terikat,   melainkan   karena 

adanya    suatu kehendak  bersama 

(vereinbarung) yang  lebih   tinggi    dari 

kehendak   masing-masing  negara   untuk 

tunduk pada Hukum Internasional. 

 
Teori ini juga memandang bahwa Hukum 

Internasional sebagai hukum perjanjian antar 

negara. 
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TEORI KEHENDAK 

BERSAMA 

 
(VEREINBARUNGS THEORIE) 



 

 

 
 

● Triepel mengatakan: Hukum 

Internasional mengikat bagi 

negara karena adanya suatu 

kehendak bersama yang lebih 

tinggi dari kehendak 

masing-masing negara untuk 

tunduk pada Hukum 

Internasional. 

 
● Kehendak bersama ini tidak 

perlu dinyatakan melainkan 

secara diam-diam (implied). 
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Tokoh: 

 
TRIEPEL 

(Heinrich Triepel) 



 

 

Ajaran : 

→ Norma hukumlah yang merupakan dasar 

terakhir kekuatan mengikat Hukum 

Internasional. 

 

→ Kekuatan mengikat suatu kaidah Hukum 

Internasional didasarkan pada suatu kaidah 

yang lebih tinggi yang pada gilirannya 

didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih 

tinggi lagi & demikian seterusnya, hingga 

akhirnya sampailah pada puncak piramida 

kaidah hukum yaitu tempat terdapatnya 

kaidah dasar (Grundnorm) yang tidak dapat 

lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang 

lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya 

sebagai suatu hipotese 

asal (Ursprungshypothese) yang tidak dapat 

diterangkan secara hukum. 
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TEORI NORMA 

HUKUM 



 

 
 

● Kekuatan mengikat Hukum 

Internasional didasarkan pada kaidah 

yang lebih tinggi hingga sampai pada 

kaidah dasar (Grundnorm). 

● Asas pacta sun servanda sebagai 

kaidah dasar (Grundnorm) Hukum 

Internasional. 

● Hans Kelsen menyatakan asas “pacta 

sunt servanda” sebagai kaidah dasar 

Hukum Internasional. 
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Tokoh: 

 
HANS KELSEN 



 

 

 

 

 

● Ajaran : kekuatan mengikat  Hukum 

Internasional seperti juga segala hukum, 

adalah pada faktor biologis,   sosial, 

sejarah  kehidupan   manusia    yang 

dinamakan fakta kemasyarakatan (fait 

social), yaitu bahwa mengikatnya hukum 

itu mutlak  perlu   untuk    dapat 

terpenuhinya   kebutuhan manusia 

(bangsa) untuk hidup bermasyarakatan. 

● Ajaran ini mendasarkan kekuatan 

mengikatnya Hukum Internasional pada 

faktor biologis, sosial dan sejarah 

kehidupan manusia yang dinamakan 

fakta kemasyarakatan(“fait social”). 
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TEORI FAKTA 

KEMASYARAKATAN 

(FAIT SOCIAL THEORIE) 



 

 

 
 

Menurut teori ini, dasar 

kekuatan mengikat Hukum 

Internasional adalah karena 

Hukum Internasional mutlak 

diperlukan guna memenuhi 

kebutuhan bangsa-bangsa 

untuk hidup bermasyarakat 

Tokoh: 

 
FAUCHILE 

 

 

 

 

DUGUIT 
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Faham Dualisme 

Bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumber dari kemauan 

negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem atau 

perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibat faham ini: 

 

 
 
 

 

 

 

 

Menurut pandangan ini 

kaedah-kaedah dari 

perangkat hukum yang satu 

tidak mungkin bersumberkan 

atau berdasarkan pada 

perangkat hukum yang lain 

Menurut pandangan ini tidak 

mungkin ada pertentangan 

antara kedua perangkat hukum 

itu, yang mungkin hanya 

penunjukan (renvoi) saja. 

Akibat lain yang yang penting pula 

dari pandangan dualisme ini bahwa 

ketentuan hukum Internasional 

memerlukan transformasi menjadi 

hukum nasional sebelum dapat 

berlaku di dalam lingkungan hukum 

nasional 
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Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 



 

 
 

Faham Monisme 

 
● Faham monisme didasarkan atas 

pemikiran kesatuan dari pada seluruh 

hukum yang mengatur hidup manausia. 

 

● Menurut faham ini, hukum 

Internasional dan hukum Nasional 

merupakan merupakan dua bagian 

daripada satu kesatuan yang lebih besar 

yaitu hukum yang mengatur kehidupan 

manusia. 

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional 
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Primat Hukum Nasional: Faham yang 

berpendapat bahwa dalam hubungan 

antara hukum Nasional dan hukum 

Internasional yang utama adalah hukum 

Internasional. 

Primat Hukum Nasional: pihak yang 

menganggap bahwa dalam hubungan 

antara hukum Nasional dan hukum 

Internasional yang utama adalah hukum 

Nasional 
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